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Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 

dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari 

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. 

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. AT 

Talak Ayat: 7)
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ABSTRAK 

Indah Fatimatus Syahro, 2023 : Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus 

Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis 

Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/Pa.Lmj) 

 

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, perceraian, nafkah, 

 Dilatarbelakangi oleh Putusan PA Lumajang Nomor 

2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj mengenai perkara perceraian yang disebabkan oleh 

seorang suami yang lalai memberikan nafkah kepada istrinya. Akibat  

permasalahan tersebut, akhirnya membuat rumah tangganya  dilanda perselisihan 

dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga sang istri pun merasa tidak 

senang dengan perilaku suaminya dan kemudian mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama Lumajang. Dimana dalam sebab-sebab bolehnya mengajukan 

perceraian dengan alasan kelalaian suami untuk memberi nafkah belum diatur 

dalam ketentuan KHI, maupun peraturan  Undang-undang. Maka atas dasar apa 

dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Perceraian dengan 

alasan bahwa seorang suami yang lalai akan kewajiban utamanya yaitu memberi 

nafkah dan mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Dimana tanggung jawab atas 

istri dan anaknya adalah sang suami sebagai Kepala Rumah Tangga. 

 Fokus penelitian ialah 1). Apa Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat 

yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, yang 

kedua yakni 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah 

(Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj). 

 Jenis penelitian yang digunakan yakni normatif dengan menggunakan 

pendekatan kasus (case approach) mengenai ratio decidendi. Metode 

Pengumpulan menggunakan bahan hukum primer Putusan PA Lumajang Nomor 

2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj dan Undang-undang, bahan hukum sekunder yakni 

skripsi, jurnal, buku dan internet dan bahan non hukum. Teknik Pengumpulan 

data menggunakan studi dukomentasi dan menggunakan teknik analisis data 

dengan menganalisis permasalahan yang terjadi melihat gambaran yang dilihat 

yakni data dan buku. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penyebab Terjadinya Perkara 

Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 

2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj adalah disebabkan kelalaian suami dari kewajibannya 

dalam memberi nafkah kepada keluarganya. 2) Dasar Pertimbangan hakim dalam 

dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya 

dalam memberi nafkah dengan menganalisis (Putusan PA Lumajang Nomor 

2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj) telah sesuai dengan qaidah fiqhiyah dengan putusan 

atas dasar hukum pada Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo 

dan pada Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang menuliskan bahwa 

salah satu alasan bolehnya mengajukan perceraian yaitu adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi 

untuk kembali rukun untuk membangun rumah tangga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah sebuah jalan untuk hidup dalam kekeluargaan yang 

paripurna. Pernikahan juga bisa disebut sebagai suatu jembatan untuk mengatur 

dan membangun rumah tangga dan keturunan.   

Suatu pernikahan yang telah dilangsungkan antara kaum perempuan 

dan laki-laki untuk mengharapkan jalan hidup kedepannya dapat 

menyempurnakan iman dan saling menuntun ke jalan yang lebih mulia yakni 

dekat dengan Allah SWT. Namun seiring berjalannya waktu, setelah 

terjalinnya suatu pernikahan, timbul sebuah permasalahan yang pada 

hakikatnya suatu masalah dalam kehidupan itu sangatlah lumrah, apalagi di 

dalam pernikahan.  

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai pernikahan yakni:  

دَ الَلَّهَ وَأثَْ نََ عَلَيْهِ وَقَالَ لَكِنِّ   عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ الَنَّبَِّ صلى الله عليه وسلم حََِ
فَقٌ عَلَيْهِ  فَ لَيْسَ مِنِّ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِِ  أنَاَ أُصَلِي وَأنَاَمُ وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ وَأتََ زَوَّجُ الَنِسَاءَ   مُت َّ

Artinya:  “sesungguhnya Nabi Muhammad saw: setelah memuji dan 

menyanjung Allah SWT, nabi saw bersabda: akan tetapi saya 

melaksanakan tidur, sholat, berpuasa dan menikahi beberapa 

perempuan. Barang siapa saja yang tidak menyukai apa yang saya 

sunnahkan maka dia bukanlah ummatku” Dari Anas bin Malik RA. 

Muttafaq „Alaih.
2
 

 

Jika kita telah memutuskan untuk menikah dan berumah tangga, maka 

kita haruslah siap menghadapi permasalahan apapun yang menimpa keluarga 

kita. Namun banyak orang yang menghadapi dan memutuskan permasalahan 

                                                             
2
 Sutrisno RS, Drs, MHI., Hadits Ahkam, (Jember : Center for Society Studies, 2007), 85. 
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tersebut dengan perceraian, tanpa adanya musyawarah yang diselesaikan 

bersama untuk meraih perdamaian tanpa adanya perceraian. 

Pernikahan diibaratkan bagaikan tali yang amat teguh dan kuat untuk 

memperkuat tali persaudaraan sesama umat manusia, yakni antara kaum 

perempuan dan laki-laki yang telah Allah takdirkan untuk saling berpasang-

pasangan.
3
 Apabila kaum tersebut telah bersatu dan menyempurnakan iman 

dengan melangsungkan pernikahan namun diantara suami istri tersebut tidak 

dapat mencapai tujuan hidup yang sempurna seperti yang sudah dijelaskan di 

atas, dan tidak ada perjanjian antara pasangan suami istri, maka dengan 

kebesaran Allah yang Maha Adil maka Allah SWT memiliki keadilan dengan 

diberikan jalan keluar melalui jalan perceraian.  

Diharapkan dengan adanya jalan keluar serta keputusan tersebut dapat 

menjadikan keduanya menjadi lebih tentram dan damai dikemudian hari serta 

mereka berdua dapat menemukan pasangan yang lebih pantas sehingga dapat 

melangsungkan pernikahan kembali dan mencapai tujuan utama sebuah 

pernikahan. Melangsukan pernikahan dengan pilihan masing-masing keduanya. 

Agar dapat menuntun keduanya kepada jalan Allah SWT. 

Apabila sebuah perselisihan terus-menerus berkelanjutan terjadi dalam 

rumah tangga, sehingga memicu keretakan hubungan, atau kepada saudara 

antara keduanya, lalu ikhtiar untuk mencapai kedamaian sudah tidak ada lagi. 

Hingga perceraian itulah yang menjadi jalan keluarnya. Permasalahan yang 

                                                             
3
 Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Islam-Ta’lim Vol.14. 

No. 2-2016. 186. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf. 
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sering timbul dalam bahtera keluarga tentu bisa berakibat menjadi sebuah 

penyebab perceraian.  

Pengertian Perceraian menurut bahasa adalah “berakhirnya suatu ikatan  

pernikahan”.
4
 Perceraian dapat diajukan oleh salah satu pasangan suami istri, 

baik dari pihak istri, maupun dari pihak suami. Perceraian yang diajukan oleh 

istri, disebut dengan Cerai Gugat, apabila dari pihak suami dapat dikatakan 

sebagai Cerai Talak. Adanya gugatan perceraian ataupun talak yang sah hanya 

dilakukan di depan Pengadilan. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 39 

ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah usaha 

dari pengadilan tidak berhasil membuat kedua belah pihak atau pasangan suami 

istri tersebut berdamai dan ada harapan lagi untuk mereka menjalin rumah 

tangga bersama
5
.  

Dalam menyelesaikan perkara, Majelis Hakim harus memberikan 

putusan dan menyelesaikan perkara dengan secara adil, tidak memandang dari 

segimanapun untuk membeda-bedakan antara pihak satu dengan lainnya yang 

sedang berperkara berdasarkan ras, suku, golongan serta jabatan seperti yang 

telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 2004. 

Adapun salah satu penyebab permasaalahan dalam rumah tangga yakni 

ketika sang suami melalaikan kewajibannya, seperti dalam hal memberi 

nafkah. Sehingga suami maupun istri  selalu bertengkar dan tidak rukun dalam 

menjalin rumah tangga. Mengenai permasalahan yang saya ambil ini juga 

disebabkan adanya ketidaksadaran suami yang mempunyai kewajiban mencari 

                                                             
4
 H. Sulaiman Rasjid, Buku Fiqh Islam, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 2018), 401. 

5
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Pasal 18 ayat (1). 
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nafkah untuk menghidupi keluarganya. Karena tanggung jawab istri dan anak-

anaknya adalah sebuah bentuk  tanggung jawab seorang suami kepada 

keluarganya. Telah tercantum dan ada di dalam Firman Allah surat Al baqarah 

ayat 233. Allah Berfirman: 

                            

                            

                           

                         

                                

         

Artinya: “Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 

seorang ayah yakni menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut. Seseorang tidak akan dibebani lebih dari 

kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan 

jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun 

memiliki (kewajiban) yang sama seperti itu pula. Apa-bila keduanya 

ingin menuapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara 

keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 

menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan”. (Qs. Al - Baqarah, 233)
 6
 

 

Kewajiban seorang suami terhadap istri sebagai kepala rumah tangga 

adalah memberi kebutuhan pokok seperti makanan serta pakaian.
7
 Kebanyakan 

                                                             
6
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: 

Diponegoro,2010), 33. 
7
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 

(Jakarta : Kencana, 2004) , 181.  
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sisi yang terlihat dari seorang laki-laki lebih dominan adalah masalah mata 

pencaharian, sebab hal tersebut dinilai sebagai sarana untuk mereka mencari 

nafkah yang menjadi bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga
8
. Nafkah 

yang dihasilkan digunakan untuk segala kebutuhan dan hal yang menjadi 

keperluan yang berlaku baik dari segi keadaan dan tempat
9
. 

Perlu dan wajib hukumnya mengasihi nafkah untuk keluarga bagi 

kepala keluarga, lebih-lebih yang terpenting terhadap sang istri dan anaknya. 

Namun, tidak sedikit laki-laki yang kurang memahami tanggung jawab dalam 

pemberian nafkah ini dan kurang menyadari hal tersebut
10

.  

Terjalinnya bahtera rumah tangga, suami mempunyai sebuah keharusan 

dalam mencari nafkah demi terpenuhnya kebutuhan keluarganya, dan sang istri 

mengurus semua urusan di dalam rumah termasuk mengurus anak. Dalam surat 

Al-Ahzab Allah Berfirman : 

                     

                     

                    

 

Artinya : “ Tetaplah bertempat tinggal dirumahmu dan jangan berhias dan 

bertingkah laku seperti layaknya orang jahiliah zaman dahulu. 

Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya, 

sesungguhnya Allah hanya berkehendak menghilangkan dosa darimu, 

                                                             
8
 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), 69. 

9
 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.  

10
 Nufika Ainul Fauziyah El Azizah, “Pandangan Hakim dalam Memutuskan Perkara 

Cerai Talak Istri Bermain Cinta dengan Laki-Laki Lain” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 

2019),19. 
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wahai ahlul bait dan membersikan kamu sebersih-bersihnya”  (Al- 

Ahzab Ayat 33)
 11

. 

 

Penjelasannya yakni menyarankan wanita berdiam diri, larangan bagi 

wanita berdandan ketika meninggalkan rumah dan hendaknya tidak meniru 

perilaku orang pada zaman jahili. Ajaran yang selama ini dikenalkan pada kita 

adalah bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. Asumsi ini 

menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan budaya kita 

mengajarkanbahwa mereka wanita adalah nomor dua. Karena posisi ini, 

perempuan tidak memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan. 

Fungsi reproduksinya menjadikan perempuan tidak punya banyak waktu untuk 

berperan dalam sektor publik, karena kewajiban mengasuh anak terutama 

bertanggung jawab untuk mengurus keluarga. 

Tidak sedikit para suami yang hanya mementingkan diri sendiri, 

dimana sesungguhnya dia mampu memberikan nafakoh pada istri dan anaknya 

sebagai teman hidupnya, akan tetapi suami mementingkan kepentingannya 

sendiri. Dengan semua permasalahan tersebut, sang istri dapat menuntut cerai 

suami ke muka Pengadilan dengan menyertakan hujjah untuk diserahkan 

kepada hakim mengenai permasalahan rumah tangga mereka. Dan 

memutuskan perkara ini tidak mudah dilakukan oleh para hakim, tentunya 

harus ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada. 

Para Hakim di Pengadilan Agama juga harus mempertimbangkan 

alasan-alasan serta memeriksa berkas yang diajukan tersebut telah berdasar 

                                                             
11

Al-Qur’an Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tajwid dan Terjemahan. (Bandung: 

Diponegoro,2010), 33:33 
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pada hukum atau tidak. Dalam pemeriksaan tersebut, pengadilan harus 

mendengarkan dan memanggil istri untuk dimintai keterangan. 

Bagaimana jalan keluar yang diharapkan agar menghindari adanya 

sebuah perceraian yang disebabkan oleh adanya kelalaian kewajiban sang 

suami. Padahal kewajiban sang suami tersebut sudah tertera dalam hadist dan 

Al-Qur’an. Telah dijelaskan pula apa yang telah menjadi kewajiban seorang 

istri maupun suami tersebut setelah melangsungkan pernikahan
12

. 

Penulis melakukan penelitian ini hanya menganalisis pada satu nomor 

perkara saja, yakni mengenai kecerobohan suami sehingga lalai dalam 

memberikan nafakoh kepada terhadap keluarga semasa pernikahan 

berlangsung dan uang pengasilannya dipegang sendiri oleh sang suami. 

Mengenai perkara itu sang istri menderita dengan sikap suaminya, 

mengakibatkan sang istri mengajukan dalil gugatan untuk bercerai ke 

Pengadilan Agama Lumajang.  

Selanjutnya, hakim membaca dengan teliti surat gugatan yang telah 

dibuat oleh penggugat, selanjutnya hakim mencermati sebab dan alasan yang 

diajukan dari penggugat. Mengkajinya untuk dibuat sebuah putusan pada akhir 

persidangan. Oleh sebab itu, putusan hakim harus serasi dengan gugatannya 

baik itu hendak dikabulkan atau ditolaknya.
13

 

Bersumber pada ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab-sebab 

                                                             
12

 Firman Arifandi, Serial Hadist 6 “ Hak kewajiban suami Istri”. (Jakarta: Rumah Istri 

Publising, 2020), 6. 
13

Akhmad Sukardja, Hukum Keluargaa dan Peradilan Agama di Indonesia (Mahkamah 

Agung RI 2001). 
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bolehnya mengajukan gugatan perceraian, belum dijelaskan mengenai adanya 

kelalaian nafkah tersebut. Lalu bagaimana pertimbangan hakim dalam 

memutus Perkara Perceraian dengan alasan yang telah dijelaskan di atas bahwa 

seorang suami yang lalai akan kewajiban utamanya setelah menikah yaitu 

memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan istri. Dimana tanggung jawab atas 

istri adalah sang suami tersebut.  

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebab sang suami yang tidak 

bertanggung jawab, dan enggan melakukan kewajibannya untuk mencari 

nafkah bagi keluarganya yang kemudian peneliti ringkas dalam judul “Dasar 

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian 

Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan Pa Lumajang Nomor 

2428/Pdt.G/2021/Pa.Lmj).” 

B. Fokus Penelitian 

1. Apa Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA 

Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj? 

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian 

akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan 

PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj)? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam 

Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj. 
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2. Untuk  mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi 

nafkah (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini penulis mempunyai harapan besar agar karya 

ilmiah yang dihasilkan oleh penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi 

pada penelitian di masa datang serta menambah keilmuan wabilkhusus bagi 

pembacanya. 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Penulis berharap dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan ini 

mampu mempersembahkan sebuah ilmu serta pengetahuan yang lebih 

luas bagi pembacanya.  

b. Diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan bisa dipergunakan 

sebagai bahan rujukan atau tambahan untuk penelitian yang akan 

dilakukan pada masa selanjutnya yang se-jenis, sehingga hasil penelitian 

ini tidak stagnan hanya pada penelitian ini saja agar lebih dapat 

berkembang. 

2. Manfaat Secara Praktis  

a. Bagi penulis yang telah menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan nilai dan hasil akhirnya. 

b. Diharapkan hasil penulisan tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah ini 

bisa menjadi nilai akhir guna untuk adanya kepentingan yang diperlukan 

pihak akademik yang salah satunya menjadi sebuah persyaratan 
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mahasiswa serta sebagai bukti dirinya telah menimba ilmu pada Lembaga 

perguruan tinggi UIN KHAS Jember. 

E. Definisi Istilah 

1. Pertimbangan Hakim  

Bagian utama yang menjadi penentu wujud nilai dari suatu putusan 

hakim yang mengandung sebuah keadilan dan kepastian hukum dapat 

dilihat melalui Pertimbangan Hakimnya. Apakah Pertimbangan Hakim 

tersebut memberikan manfaat bagi para pihak (pihak satu maupun yang 

lainnya). Oleh karena itu, Pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti. 

Apabila hal tersebut disalahgunakan oleh Majelis Hakim, dan tidak diteliti 

dengan baik, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi atau Mahkamah Agung.
14

 Dalam memeriksa suatu perkara, seorang 

Hakim memerlukan adanya sebuah bukti yang dipergunakan untuk menjadi 

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Tujuan adanya pembuktian 

ini untuk menggali dan memperoleh kepastian bahwa peristiwa itu benar-

benar terjadi, agar mendapatkan keputusan akhir Hakim yang benar dan 

adil maka sebab itulah, tahap ini terbilang sangat penting. 

2. Perkara 

Perkara merupakan suatu masalah atau persoalan yang memerlukan 

adanya keputusan dan penyelesaiannya. Secara teori, perkara dibagi 

menjadi 2 yakni, pertama perkara yang mengandung sebuah sengketa di 

dalamnnya dimana hal tersebut membuat dua belah pihak atau lebih yang 

sedang bersengketa saling menuntut haknya. Kedua adalah perkara yang 

                                                             
14

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 140.  
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tidak mengandung sengketa di dalamnya.
15

 Perselisihan yang mengandung 

sengketa tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan perlu adanya bantuan 

hakim selaku instansi untuk memutus perkara yang berwenang tanpa 

memihak salah satu pihak bersengketa. Dimana tugas hakim yakni 

berwenang untuk mengadili suatu perkara yang disengketakan diharapkan 

memberikan putusan yang mencerminkan suatu keadilan. 

3. Perceraian  

Pengertian Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan 

perkawinan antara pasangan suami dan istri yang telah menjalankan hidup 

bersama dalam rumah tangga.
16

 Putusnya ikatan perkawinan atau dapat 

disebut dengan (talak) merupakan sebuah istilah hukum yang dipergunakan 

dalam peraturan perundang-undangan perkawinan guna menjelaskan 

mengenai perceraian atau berakhirnya hubungan ikatan perkawinan antara 

laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.
17

 

4. Nafkah  

Pengertian Nafkah, nafkah berasal dari kata انفق  dalam bahasa arab 

secara etimologi memiliki arti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan 

memberi “nafaqah”membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit 

karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya unuk kepentingan orang 

                                                             
15

 Herowati  Poesoko, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara 

Perdata” Jurnal Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015: 218. 

https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/20/26 
16

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), 189. 
17

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), 189. 



 

 

 
 

12 

lain.
18

 Nafkah sudah menjadi sebuah ketetapan Allah atas para suami, 

bahwa wajib bagi mereka memberikan para istrinya, meskipun telah 

diceraikan selagi masa pada masa iddah.
19

 

Dari definisi istilah yang telah dipaparkan diatas peneliti ingin meneliti 

bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang 

memiliki sebab yakni adanya kelalaian suami yang tidak pernah memberi 

nafkah selama menjalani bahtera rumah tangga (analisis putusan PA Lumajang 

Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj). 

F. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penulisan karya 

ilmiah skripsi ini, maka dibuatkanlah sistematika dalam pembahasan agar 

pembaca lebih mudah dan cepat memahami isi karya ilmiah ini, adapun 

sitematija penulisan yakni sebagai berikut : 

Pada bab awal terdapat pendahuluan yang mencakup latar belakang 

permasalahan, kemudian fokus permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari 

dilakukannya kegiatan penelitian ini, adapula manfaat penelitian, definisi 

istilah yang menerangkan mengenai istilah kata, dan juga sistematika penulisan 

guna mempermudah untuk dipahami. 

Pada bab kedua terdapat bab kajian kepustakaan yang di dalamnya 

mencakup penelitian terdahulu yang berisikan mengenai penelitian-penelitian 

sebelumnya yang akan dijadikan rujukan untuk penelitian ini. Adapula kajian 

                                                             
18

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan,165. 
19

 Okta Vinna Febrianti, “ Hak Nafkah Istri dan Anak yang dihilangkan Suami dalam 

Prespektif Kompilasi Hukum Islam “, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)18. 
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teori yang menjelaskan teori-teori yang akan dibahas pada bab pembahasan 

yang berhubungan judul skripsi. 

Pada bab ketiga terdapat ini berisi tentang metode penelitan yang 

digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data sehingga penelitian dapat 

tersusun secara rapi.  

Pada bab keempat ini pembahasan terhadap permasalahan yang telah 

diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait. 

Pada penjelasan  bab kelima ini merupakan penutup. Yakni memuat 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta saran yang 

berkaitan dengan inti pembahasan dari penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah sebuah gambaran bagi penulis yang berguna 

sebagai pedoman dalam menulis karya ilmiah ini, dan sekaligus menjadi sarana 

untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan peneliatian yang saat ini 

penulis lakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis pilih sesuai 

dengan judul yang berhubungan dengan penelitian ini :  

1. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi program studi al-ahwal as-syakhsiyyah yakni Anggi Saputra, 

SHK162095, tahun 2020, skripsi yang mengangkat judul penelitian 

“Analisis Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat 

Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sangeti Perkara Nomor 

60/Pdt.G/2017/Sgt)”
20

  berdasarkan penelitian tersebut, memiliki obyek 

penelitian yakni Studi Kasus Pengadilan Agama Sangeti Perkara Nomor 

60/Pdt.G/2017/Sgt, terdapat 3 isu utama yaitu Pertama “Apa yang menjadi 

dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat 

ditinggal suami yang belum genap 2 tahun pada perkara nomor 

60/PDT.G/2017/SGT?”. Kedua “Bagaimana pandangan hakim tentang 

ketentuan meninggalkan istri selama 2 tahun dalam Undang-Undang 

Perkawinan dalam hukum Islam?”. Ketiga “Bagaimana implikasi yang 

timbul akibat putusan hakim tersebut?”. Metode Penelitian menggunakan 

                                                             
20

 Anggi Saputra, “ Analisis Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat akibat 

ditinggal suami (Studi Kasus PA Sangeti Perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/Sgt)”,(Skripsi, UIN 

Jambi, 2020) 1. 
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jenis penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kantor 

Pengadilan Agama Sangeti, Kabupaten Muoro Jambi. Pendekatan 

penelitiannya menggunakan yuridis normative dengan kata lain adalah 

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh dengan 

cara wawancara dan studi dokumentasi.  

Persamaan dan Perbedaan 

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni keduanya sama-

sama menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

perceraian yang diajukan oleh sang istri atas permasalahannya dengan sang 

suami. Perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas mengenai 

obyek penelitian yakni Studi Kasus Pengadilan Agama Sangeti Perkara 

Nomor 60/Pdt.G/2017/Sgt, fokus penelitiannya, dan juga mengenai metode 

yang digunakan. 

2. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi program studi al-ahwal as-syakhsiyyah yakni Asra Nikmatun, 

SHK162098, tahun 2020, skripsi dengan judul “ Pertimbangan Hakim 

Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Sebagai Dampak Sosial Media Di 

Pengadilan Agama (61/Pdt.G/2018/Pa.Sgt) “
21

berdasarkan penelitian 

tersebut, adapun obyek penelitan yang digunakan bertempat pada 

Pengadilan Agama Sangeti, dan terdapat 2 isu utama yaitu Pertama “Apa 

saja yang menjadi faktor utama penyebab putusan nomor 

                                                             
21

 Asra Nikmatun, “Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak sebagai 

dampak social Media di Pengadilan Agama” (Skripsi, UIN Jambi, 2020), 1. 
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61/Pdt.G/2018/PA.Sgt?”. Kedua “Apa yang menjadi pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Sgt?”. menggunakan 

metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif, pendekatan 

penelitiannya menggunkan yuridis empiris dengan cara melihat gejala-

gejala social yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di 

Indonesia. Sumber data diperoleh berdasarkan data pada obyek penelitian 

di lapangan dan dokumen arsip di Pengadilan Agama Sangeti. 

 Persamaan dan Perbedaan 

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni 

keduanya sama-sama melihat pandangan hakim dalam memutus perkara 

Cerai Talak dalam satu putusan. Perbedaanya penelitian terdahulu obyek 

penelitan yang digunakan bertempat pada Pengadilan Agama Sangeti, dan 

mengenai pembahasan fokus permasalahan, serta metode penelitian yang 

digunakan. 

3. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN AR-RANIRY Banda Aceh 

program studi al-ahwal as-syakhsiyyah yakni Nurul Auliyana, 

NIM1601010641, tahun 2020, skripsi dengan judul “ Pandangan Hakim 

Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah 

Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms-Aceh)”
22

 Penelitian ini 

menggunakan obyek penelitian dengan menganalisis Putusan Mahkamah 

Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms-Aceh terdapat 2 isu utama yaitu 

yang perrtama “Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah 

                                                             
22

 Nurul Auliyana, “ Pandangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian 

(Analisis Putusan Mahkamah Syar’iiyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh) “ (Skripsi, UIN 

Banda Aceh, 2020), 1. 
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pasca perceraian dalam putusan nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh?” Kedua 

“Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap nafkah pasca perceraian dalam 

putusan nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh?”. Dengan menggunakan metode 

penelitian jenis library research dan menggunakan pendekatan penelitian 

(case approach) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu mengenai putusan pengadilan. 

Persamaan dan Perbedaan  

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni 

keduanya menganalisis pandangan hakim dalam memutus perkara 

perceraian yang disebabkan oleh persoalan nafkah dalam suatu putusan. 

Perbedaannya penelitian terdahulu obyek penelitian dengan menganalisis 

Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms-Aceh, fokus 

penelitiannya, serta metode penelitian yang digunakan. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Erwin Prahara, tahun 2018, Urnal e-ISSN : 2621-

4105 Jurnal USM Law Review Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018 dengan judul “ 

Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam 

Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai (Studi Kasus No. 

2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm) “)
23

 menunjukkan obyek penelitian dengan 

menggunakan Studi Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm ada 2 isu utama 

yaitu yang pertama  “Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tanggung 

jawab tergugat dalam memberikan nafkah dalam kajian putusan nomor 

                                                             
23

 Erwin Prahara, “ Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat dalam 

Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai (Studi Kasus NO.2557/Pdt.G/2021/PA.Sm)”  Urnal e-

ISSN : 2621-4105 Jurnal USM Law Review Vol 1 no 1, 2018: 1. https 

://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2225 
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2257/Pdt.G/2011/PA.Sm” Kedua “Bagaimana kendala dan solusi dalam 

mengimplementasikan Putusan Hakim Nomor 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm 

terkait tanggungjawab Tergugat dalam memberikan nafkah serta 

bagaimana tindakan eksekusinya?”. Dengan menggunakan metode 

penelitian jenis yuridis normative, spesifikasi penelitian menggunakan 

deskriptif analisis, sumber data yang diperoleh yakni dengan kepustakaan, 

metode pengumpulan data yakni dengan menggunakan studi dokumentasi. 

Persamaan dan Perbedaan 

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni 

keduanya menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

mengenai nafkah perceraian. Perbedaannya penelitian terdahulu Studi 

Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm dan fokus permasalahannya serta 

metode penelitian yang digunakan. 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian  

NO Penelitian 

dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Persamaan  Perbedaan  

1.  Anggi 

Saputra, 

2020 

“Analisis Putusan 

Hakim Dalam Memutus 

Perkara Cerai Gugat 

Akibat Ditinggal Suami 

(Studi Kasus Pengadilan 

Agama Sangeti Perkara 

Nomor 

60/Pdt.G/2017/Sgt)” 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu dan 

sekarang yakni 

keduanya sama-

sama 

menganalisis 

dasar 

pertimbangan 

hakim dalam 

memutus perkara 

perceraian yang 

diajukan oleh 

sang istri atas 

Perbedaannya yakni 

penelitian terdahulu 

membahas mengenai 

obyek penelitian yakni 

Studi Kasus Pengadilan 

Agama Sangeti Perkara 

Nomor 

60/Pdt.G/2017/Sgt, 

fokus penelitiannya, 

dan juga mengenai 

metode yang 

digunakan. 
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permasalahannya 

dengan sang 

suami.  

2.  Asra 

Nikmatun, 

2020 

“ Pandangan Hakim 

dalam Memutus Perkara 

Cerai Talak sebagai 

dampak social Media di 

Pengadilan Agama 

(61/Pdt.G/2018/PA.Sgt) 

“ 

Persamaan dari 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

sekarang yakni 

keduanya sama-

sama melihat 

pandangan 

hakim dalam 

memutus perkara 

Cerai Talak 

dalam satu 

putusan. 

Perbedaanya penelitian 

terdahulu obyek 

penelitan yang 

digunakan bertempat 

pada Pengadilan Agama 

Sangeti, dan mengenai 

pembahasan fokus 

permasalahan, serta 

metode penelitian yang 

digunakan. 

3.  Nurul 

Auliyana, 

2020 

“ Pandangan hakim 

terhadap putusan nafkah 

pasca perceraian 

(Analisis Putusan 

Mahkamah Syar’iiyah 

Aceh Nomor 

01/Pdt.G/2019/MS-

Aceh)” 

Persamaan dari 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

sekarang yakni 

keduanya 

menganalisis 

pandangan 

hakim dalam 

memutus perkara 

perceraian yang 

disebabkan oleh 

persoalan nafkah 

dalam suatu 

putusan.  

Perbedaannya 

penelitian terdahulu 

obyek penelitian 

dengan menganalisis 

Putusan Mahkamah 

Syar’iyah Aceh Nomor 

01/Pdt.G/2019/Ms-

Aceh, fokus 

penelitiannya, serta 

metode penelitian yang 

digunakan. 

4.  Erwin 

Prahara, 

2018 

“ Pertimbangan Hakim 

Terhadap 

Tanggungjawab 

Tergugat Dalam 

Pemberian Nafkah Pasca 

Putusan Cerai (Studi 

Kasus No. 

2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm) 

“ 

Persamaan dari 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

sekarang yakni 

keduanya 

menganalisis 

dasar 

pertimbangan 

hakim dalam 

memutus perkara 

mengenai nafkah 

perceraian 

Perbedaannya 

penelitian terdahulu 

Studi Kasus No. 

2257/Pdt.G/2011/Pa.Sm 

dan fokus 

permasalahannya serta 

metode penelitian yang 

digunakan. 
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B.  Kajian Teori 

1. Pertimbangan Hakim  

a. Pengertian Pertimbangan Hakim  

Titik tolak ukur yang menjadi nilai terpenting dalam suatu isi 

putusan yang dapat dikatakan adil dan mengandung kepastian hukum 

dapat dilihat dari segi Pertimbangan Hakim yang tertuliskan, hal tersebut 

selain mengandung keadilan dan kepastian hukum, juga harus 

memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, 

sebelum menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim yang dibuat harus 

benar-benar disikapi dengan cermat dan teliti terlebih dahulu. Apabila 

sampai ditemukan adanya keganjalan atau ketidaktelitian didalamnya, 

maka putusan hakim yang telah dibuat tersebut akan dibatalkan secara 

cuma-cuma oleh Pengadilan yang lebih Tinggi diatasnya seperti 

Mahkamah Agung.
24

 

Pada saat melakukan pemeriksaan perkara yang akan 

diselesaikan, seluruh hakim membutuhkan adanya sebuah pembuktian 

yang mengarah memang benar-benar fakta dalam kejadian atau peristiwa 

yang menjadi penyebabnya. Dan untuk selanjutnya bukti tersebut akan 

menjadi bahan terpenting dalam menentukan pertimbangan hukum 

sebelum menjatuhkan putusan dalam proses akhir persidangan. Pada 

tahap pembuktian inilah yang menjadi bagian terpenting guna 

memperolah sebuah kepastian bahwa peristiwa tersebut benar-benar 
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terjadi. Agar mendapatkan keputusan hakim yang bersifat adil bagi pihak 

yang sedang bersengketa. Hakim tidak akan memutuskan suatu perkara 

tanpa adanya bukti, untuk itulah para pihak yang bersengketa harus 

menunjukkan bukti kebenaranya sehingga nampak adanya hukum antara 

para pihak. 

Hakikat pertimbangan hukum yang hakim akan jatuhkan 

hendaknya memuat mengenai Hal-hal sebagaimana yang tertera berikut 

ini :  

1) Persoalan inti dan sesuatu yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  

2) Menganalisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek yang 

akan diberikan menyangkut semua fakta maupun hal-hal yang 

terbukti selama persidangan.  

3) Seluruh bagian dari petitum Penggugat hendaknya harus 

dipertimbangkan dan diadili secara satu persatu sehingga majelis 

hakim dapat menarik sebuah kesimpulan tentang terbukti atau 

tidaknya hal tersebut, serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan 

yang diajukan dalam amar putusan. 

Jadi seorang hakim harus benar-benar berlaku adil dalam 

memutus perkara dan tidak memihak salah satu dari seseorang atau lebih 

yang sedang berperkara. 
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b. Dasar Pertimbangan Hakim 

Sebelum dijatuhkan putusan akhir dalam suatu perkara dalam 

forum meja Pengadilan, perlu diketahui hal yang menjadi dasar untuk 

pertimbangan hakim yakni didasarkan dari teori dan hasil pengamatan 

yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Seperti contohnya 

yakni bukti-bukti yang digunakan dan didapatkan selama proses 

berjalannya persidangan. Sehingga teori dan prakteknya akan terbilang 

seimbang, ketika apa yang telah kita dapatkan sesuai dengan keputusan 

akhirnya. Majelis hakim merupakan seorang aparat penegak hukum atau 

juga dapat dikatakan sebagai penegak keadilan bagi permasalahan 

masyarakat dalam bidang hukum. Demi tercapainya kepastian hukum, 

dapat dilihat dari segi putusan yang dijatuhkan oleh hakim, pada bagian 

itulah yang menjadi tolak ukur tercapai atau tidaknya sebuah kepastian 

hukum. Keleluasaan wewenang yang dimiliki hakim tidak bersifat 

mutlak, karena apapun putusan yang akan dijatuhkan olehnya harus 

berpegang teguh berdasarkan Pancasila agar menciptakan putusan yang 

mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat yang baik bagi 

rakyat Indonesia. 

Dikutip pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menegaskan bahwa : “ Kekuasaan Kehakiman yang 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada 

dalam naungan bawahnya yakni ada lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, dan juga lingkungan peradilan militer serta 
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lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi 

“.
25

 

Hakim memiliki wewenang dan kebebasan dalam sebuah 

peradilan, namun perlu diketahui bahwa dalam kebebasannya tersebut 

posisi hakim juga tidak boleh memihak pada salah satu pihak, hal 

tersebut telah tertulis dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. " 

Sesuai ketentuan hukum Pengadilan mengadili dengan tidak membeda-

bedakan orang ".
26

 Tidak memihak di sini memiliki arti penegak hukum 

dilarang keras memihak diantara pihak yang sedang berperkara. Dalam 

kebebasan hakim menjatuhkan keputusan  tetap harus melihat alasan, 

bukti, dan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses peradilan 

sebelum menjatuhkan putusan. 

c. Kedudukan Pertimbangan Hukum dalam Putusan 

Kedudukan tertinggi dan dapat terbilang sangat penting dalam 

tulisan kertas putusan yang akan dijatuhkan yakni pada bagian 

pertimbangan hukum hakim. Dimana hal ini menjadi sebuah inti yuridis 

dan dapat dikatakan cukup apabila telah memuat beberapa ketentuan 

syarat yang telah ada, seperti
 27 
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1) Pertimbangan menurut Hukum dan Perundang-undangan   

Putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim harus sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan yang dibagi 

menjadi 2 yakni formiil dan materiil baik secara tertulis maupun 

lisan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1). Apabila 

ditemukan putusan yang tidak berdasar atas ketentuan hukum makan 

putusan tersebut akan batal demi hukum. Putusan dapat dikatakan 

legal apabila pertimbangan dan seluruh bagian isinya telah berdasar 

sesuai ketentuan hukum. Namun banyak para pendapat masyarakat 

yang mengatakan bahwa keputusan hakim tidak memenuhi rasa 

keadilan, maka perlu kita luruskan anggapan atau pendapat 

masyarakat yang kurang benar ini. Karena seluruh keputusan yang 

akan dijatuhkan oleh hakim sebelumnya tentu harus melihat 

berdasarkan ketentuan hukum dan telah dipertimbangkan secara 

cermat. 

2) Pertimbangan demi Mewujudkan Keadilan 

Penegakan hukum dilahirkan bertujuan untuk mencapai suatu 

keadilan. Mengapa keadilan dikatakan sangat penting, karena 

keadilan merupakan tujuan utama dari dibuatnya hukum dan 

perundang-undangan. Keadilan ini sangat melekat dalam putusan 

hakim, sebab terbangunnya Pengadilan diharapkan akan menciptakan 

ketertiban dan kedamaian bagi masyarakat. Pengadilan dibangun 
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untuk menggakkan hukum dan mengadili permasalahan hukum yang 

harus diprioritaskan karena mencakup pertimbangan  filosofis, 

sosiologis, psikologis, dan religious. 

3) Pertimbangan mewujudkan Kemaslahatan 

Hal yang harus diperhatikan yang selanjutnya yakni harus 

melihat 2 sisi yakni yang pertama maslahat yang kedua mudarat. 

Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mendatangkan maslahat 

dan mencegah adanya kemudharatan sesuai dengan ketentuan kaidah 

fiqiyyah. Ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum 

islam menurut ushul fiqh yakni kemaslahatan dalam memelihara 

agama, jiwa, akal fikiran, keturunan dan yang terlahir adalah harta. 

Abdul Wahab Khollaf juga memiliki pendapat bahwa menggunakan 

hujjah kemaslahatan telah ada dalam perundang-undangan tetapi 

tidak jelas harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : 

kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum bukan perorangan, 

kemaslahatan harus pasti bukan hanya sebagai dugaan, pembentukan 

kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ada 

ketetapannya dalam undang-undang atau ijma’. 

2. Putusan Pengadilan 

a. Pengertian Putusan Pengadilan 

Apabila rangkaian proses persidangan telah selesai dan tiba 

saatnya untuk menjatuhkan putusan, maka majelis hakim memiliki 

wewenang untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu sesuai dengan 
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ketentuan Pasal 178 HIR, pasal 189 RB dalam ketentuan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal tersebut 

memang benar tertuliskan bahwa majelis hakim sebelum menentukan 

putusan, hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu. Segala proses 

pemeriksaan dianggap telah selesai setelah ada jawaban dari pihak 

penggugat sesuai ketentuan Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv yang 

bersamaan dengan replik dari Penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv 

maupun duplik dari Tergugat yang dilanjutkan oleh proses tahap yang 

selanjutnya yakni pada tahap pembuktian dan conclusion. Setelah seluruh 

tahap persidangan telah terselesaikan hakim akan menjatuhkan putusan. 

Pengucapan putusan yang didahului oleh hakim itulah yang dinamakan 

musyawarah.
28

 

Proses musyawarah dilakukan oleh hakim agar bersiap untuk 

menjatuhkan putusan apa yang pantas untuk dijatuhkan pada 

permasalahan hukum yang akan diadili dan diselesaikan tersebut.  

Menjatuhkan putusan adalah proses akhir dalam jalannya persidangan di 

instansi Pengadilan, pengambilan suatu keputusan oleh majelis hakim 

yang berisikan tentang penyelesaian perkara yang sedang disengketakan. 

Sebelum mencapai keputusan hakim, tentunya harus melewati banyak 

tahap-tahap yang harus dilalui seperti pemeriksaan perkara dengan 

membaca dalil gugatan, mendengarkan jawaban tergugat, replik gugatan 

dan pembuktian serta kesimpulan yang diberikan baik oleh pihak 
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tergugat maupun tergugat. Jika dirasa sudah tidak ada lagi yang ingin 

disampaikan di muka pengadilan, maka saat itulah majelis hakim akan 

mengucapkan putusan terhadap permasalahan itu.
29

. 

Seluruh putusan pengadilan dapat dikatakan sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk 

umum. Adapun syarat yang sah suatu putusan yakni mencakup 2 yaitu 

hal yang diwajibkan dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. 

Seorang hakim dalam memutus dan mengadili perkara dilarang keras 

untuk terpengaruh dalam siapa saja yang sedang berperkara. Jaminan 

kebabasan ini tentunya telah tertulis dan diatur dalam Pasal 24 UUD 

negara RI Tahun 1945, di dalamnya dijelaskan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, 

seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan 

hal-hal yang bersangkutan selama persidangan. Hal yang dimaksud yakni 

seperti faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis memiliki arti sebuah 

undang-undang dan teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. 

Faktor non yuridis yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati 

nurani dari hakim itu sendiri. 

Jadi hakim tidak semena-mena dalam menjatuhkan putusan, 

beliau juga mempunyai hati nurani yang baik dalam memutuskan 

perkara. Tidak mudah untuk hakim menyalahgunakan kebabasannya 

dalam mengadili suatu perkara. Majelis hakim tentunya bersikap tegas 
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dan adil tidak memihak sekalipun pihak yang sedang berperkara tersebut 

merupakan saudara atau kerabat dekatnya. 

Hakim memiliki fungsi utama memberikan putusan perkara tidak 

terlepas dari pembuktian yang hal itu memang sangat berperan penting 

dan dibutuhkan selama proses persidangan, karena hal tersebut sudah ada 

dalam ketentuan tertulis dalam undang-undang dan kemudian diputuskan 

dengan keyakinan Hakim yang dilandasi oleh intregritas yang tinggi serta 

moral yang baik. 

b. Asas Putusan Pengadilan 

Putusan pengadilan tentunya memiliki asas yang harus ditegakkan 

dalam putusan pengadilan agar putusan yang dijatuhkan tersebut tidak 

terbilang cacat. Tentunya asas ini juga terbilang penting agar 

menghindari penyelewengan atau kekeliruan yang kemungkinan terjadi. 

Adanya asas tersebut telah dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 

Rbg, dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU 

No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman.
 30

  

1) Mengandung di dalamnya dasar alasan yang jelas secara rinci  

2) Diharuskan mengadili semua dalil gugatan  

3) Dilarang keras mengabulkan tuntutan secara berlebih  

4) Terucap secara terbuka untuk umum  

5) Otonomi Kebebasan penegak hukum menjatuhkan putusan 
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6) Putusan ditinjau dari berbagai segi 

Asas ini harus dipatuhi oleh setiap hakim yang akan 

menyelesaikan perkara dan memutus perkara tersebut. 

c. Putusan Verstek 

Setelah ditetapkannya tanggal persidangan, pihak yang tidak 

hadir Penggugat dan mungkin Tergugat walaupun sudah dipanggil secara 

formal dan sah, dengan mendatangi kediaman pihak bersangkutan, 

ketidakhadiran tersebutlah yang kemudian menimbulkan masalah dalam 

proses peradilan yakni dapat ditunda diteruskan pemeriksaannya dengan 

konsekuensi yuridis.
31

 

Putusan ini memiliki makna penjatuhan putusan tanpa hadirnya 

Tergugat dalam suatu perkara dan tidakpula menyuruh wakil atau kuasa 

hukumnya untuk hadir persidangan.
32

Dengan adanya putusan ini, hakim 

tidak selalu menunggu kelengkapan hadirnya pihak berperkara. Majelis 

hakim juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa 

kehadiran salah satunya, (Tergugat) apabila memang Tergugat tidak 

memberi keterangan dan alasan yang jelas sebab ketidakhadirannya. 

Agar tidak persidangan tidak terhambat dan berlangsung lama. 
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3. Perceraian 

a. Pengertian Perceraian dalam Islam 

Pengertian sebuah Perceraian dalam islam sendiri bisa dikatakan 

dengan “ melepasnya ikatan suami dan istri dan putusnya hubungan 

perkawinan” jadi bisa diartikan bahwa perceraian atau bisa juga disebut 

dengan Talak ini adalah putusnya sebuah hubungan suami istri atau 

ikatan pernikahan yang telah diucapkan ikatan pernikahan saat ijab 

kabul. 

b. Pengertian Perceraian dalam Undang-Undang 

Berdasar dalam Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 

dijelaskan mengenai pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan. 

Sebutan dari kata perceraian yang terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 

Tahun 1974 yang memuat ketentuan facultative bahwa “Putusnya 

perkawinan karena ada sebab seperti kematian, perceraian dan atas 

putusan Pengadilan’. Jadi secara inti yuridis makna dari perceraian yakni 

putusnya hubungan suami istri.
33

 

Dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan bahwa adanya alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian 

adalah : 

1) Salah satu pihak (suami maupun istri) berbuat zina atau pemabuk, 

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  
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2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang 

sah atau ada  hal  yang  lain  di  luar   kemampuannya;              

3) Setelah berlangsungnya perkawinan ada salah satu pihak yang 

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau bahkan lebih; 

4) Adanya salah satu pihak yang melakukan kekejaman dan 

penganiyaan hingga membahayakan pihak lain sampai terancam 

keselamatannya;  

5) Ditemukan cacat badan atau suatu penyakit pada salah satu pihak 

yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

pasangan suami/istri; 

6) Hubungan keduanya terus-menerus dilanda pertengkaran dan 

perselisihan yang membuat rumah tangganya tidak mempunyai 

harapan lagi untuk kembali rukun;  

Pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam
34

(selanjutnya disebut Inpres No. 1/1991), ada 

dua pembaharuan mengenai alasan perceraian yaitu sebagai berikut : 

1) Pihak suami melanggar taklik talaknya; 

2) Salah satu pihak pada perkawinan melakukan peralihan 

keyakinan/agama disebut murtad yang menyebabkan 

ketidakharmonisan di dalam berumah tangga.
35

 

                                                             
34

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

(Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah,2018), 58. 



 

 

 
 

32 

Perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah 

SWT, namun tidak diharamkan. Dalam agama islam, perbuatan tersebut 

diperbolehkan apabila memang memiliki alasan yang sangat kuat, seperti 

halnya dalam rumah tangga yang jauh dari kebahagiaan serta 

keharmonisan, di dalamnya memiliki keadaan dan suasana adanya 

ketidaknyamanan, kekerasan, perselisihan maupun pertengkaran. Maka 

oleh Allah diperbolehkan memilih jalan keluar Perceraian telah dimuat 

dalam undang-undang No 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama (atau dapat disebut dengan UUPA) dan juga 

tertulis pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan perceraian 

terdapat tata caranya yakni dari aspek subyek hukum atau (Pelaku) yang 

mengawalinya dapat dibagi menjadi 2, yakni sebagai berikut : 

1) Cerai Talak  

Pengertian cerai talak adalah dimana pengajuan atau pelaku 

yang mengawali perceraiannya adalah pihak suami terhadap istrinya 

ke Pengadilan Agama yang mewilahayahi daerah tempat kediaman 

sang istri. Dan sang istri pun  menyetujui kehendak suaminya 

tersebut.
 36

 

2) Cerai Gugat 

Cerai gugat memiliki makna sebaliknya, yakni perceraian 

yang diawali oleh Pengajuan dari pihak perempuan (istri) kepada 
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sang suami. Dalam hukum islam disebut khulu’ dimana perceraian 

ini atas keinginan istri, sedangkan pihak suami tidak menghendaki.
37

 

Selaras serasi dengan asas perkawinan yang ada dalam undang-

undang Perkawinan yaitu mengenai tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang sempurna dengan suasana yang harmonis. 

Seharusnya tindakan perceraian tidak diperbolehkan dan dilarang akan 

tetapi larangan tersebut dalam kenyataannya tidak tertulis di Undang-

undang Perkawinan. Untuk itu tetap saja menjadi hal lumrah yang 

dilakukan oleh para pasangan rumah tangga. 
38

 

Adanya perceraian yang sah dan dapat dibenarkan hanya dalam 

alasan-alasan yang telah ditentukan dan tertera pada Undang-undang 

Perkawinan, yakni bersumber dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan. Jadi 

diperbolehkan untuk mengajukan perceraian dari pihak suami maupun 

istri asal memiliki alasan-alasan yang memang berlandaskan sesuai 

dengan ketentuan dan kekuatan hukum yang berlaku. 

4. Nafkah 

a. Pengertian Nafkah 

Nafkah mempunyai arti membelanjakan  atau biaya
39

. Nafkah 

juga dapat diartikan mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai
40

. 
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Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya
41

. Atau bisa 

disimpulkan dengan pengeluaran biaya seorang terhadap orang yang 

wajib dinafkahinya. 

Salah satu hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya 

adalah nafkah, nafkah dalam islam ada nafkah lahir dan batin. Nafkah 

lahir memiliki banyak macam seperti halnya yang paling utama yakni 

makanan, lalu tempat tinggal untuk bersemayam, memberikan pakaian, 

selanjutnya pelajaran yakni mengajarkan ilmu serta kebaikan kepada istri 

dengan menuntunnya ke jalan yang benar, lalu memberikan perhatian 

penuh dalam setiap keadaannya, memberi pengobatan apabila sedang 

sakit. Kewajiban suami yang telah disebutkan itu telah berdasar sesuai 

ajaran islam dan para ahli fikih.  

Hal yang harus diperhatikan oleh suami adalah dengan cara 

bertanggung jawab penuh untuk menjadi garda terdepan untuk 

keluarganya, memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Seperti halnya 

yang pertama memberi pangan yang layak dan mempunyai gizi seimbang 

agar memenuhi kebutuhan tubuh dan terhindar dari sakit hingga 

kekurangan gizi, yang kedua yaknu sandang, dimana kebutuhan sandang 

itu untuk menutup tubuh serta auratnya.
42

 

Allah tidak memaksakan kepada ummatnya diluar 

kemampuannya dengan menggarisbawahi sang suami memberikan 

                                                             
41

 Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiayyah, 

Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164 
42

 Enizar, Hadis Hukum Keluarga I, (Metro : STAIN Press Metro, 2014), 117. 



 

 

 
 

35 

sepenuhnya kebutuhan istri dan keluarganya sesuai kemampuannya. 

Jikalau sang suami memiliki kemampuan yang terbatas rezekinya dan 

tergolong orang yang tidak mampu, maka sang suami wajib memberi 

nafkah walaupun hanya terbatas.   

Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah berlangsungnya akad 

pernikahan yang sah. nafkah adalah segala sesuatu yang dipergunakan 

untuk kemanfaatan dalam kehidupan rumah tangga yang berbentuk 

materi dari suami terhadap istri dan anak sebagai rasa tanggungjawab 

yang memang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang 

diperlukan. 

b. Dasar Hukum Nafkah 

Dikaji dalam hukum islam mengenai akad nikah yang telah 

berlangsung secara sah maka dimulailah hak dan kewajiban antara suami 

dan istri yang harus dipenuhi satu sama lain. Diantaranya yakni sisi istri 

yang berhak mendapatkan nafkah dari suami yang telah menikahinya dan 

berjanji akan bertanggung jawab atas dirinya sebagaimana telah 

diucapkan saat akad nikah, begitupun sebaliknya sisi suami yang 

dipundaknya terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. 

1) Dasar Hukum dalam Ayat Al-qur’an mengenai kewajiban nafkah: 

                           

 

Artinya: “...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 

ibu dengan cara parayang ma‟ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kemampuannya...”(Q.S Al-Baqarah 

: 233) 
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Sesuai dengan kutipan ayat di atas bahwa pemberian nafkah 

hanya dapat diberikan kepada seseorang yang berhak 

mendapatkannya, dengan memberi sesuai kebutuhannya dan tidak 

secara berlebih. Maksudnya adalah memberikan sesuatu yang 

memang dibutuhkan secara cukup dan sesuai dengan besar 

kebutuhan hidupnya.
 43

 Ketentuan nafkah yang ada di dalam Al- 

Qur‟an tentunya memberikan pemahaman bahwa besaran nafkah 

yang dikeluarkan suami untuk istrinya adalah sesuai kemampuannya. 

Bagi seseorang yang memang diberi kemudahan dan kelancaran 

dalam rezekinya maka harus menafkahi keluarganya dengan cukup, 

sedangkan orang yang memang kurang mampu maka boleh 

disesuaikan dengan kemampuannya. 

2) Dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban 

nafkah:  

Kompilasi Hukum Islam BAB XII pasal 80 mengenai hak 

dan kewajiban suami istri : 

a) Dalam rumah tangga, suami sebagai pembimbing istri dan 

keluarganya, memimpin segala urusan rumah tangganya, namun 

mengenai permasalahan urusan rumah tangga yang begitu 

penting hendaknya diputuskan berdua antara suami dan istri. 
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b) Suami juga sebagai pelindung bagi istrinya dan memberikan 

segala kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangganya sesuai 

dengan garis kemampuannya. 

c) Wajib bagi seorang suami hendaknya memberikan pelajaran dan 

mendidik istrinya mengenai segala hal, seperti dalam bidang 

ajaran agama menuntun ke jalan yang lebih baik serta bermanfaat 

bagi nusa dan bangsa, 

d) Suami wajib menanggung segala kebutuhan rumah tangga 

dengan penghasilan yang didapatkan sesuai dengan 

kemampuannya seperti nafkah, tempat kediaman untuk 

bernaungnya istri dan anaknya, biaya rumah tangga dan 

pengobatan keluarganya, serta biaya pendidikan anaknya.
44

 

Setelah terpenuhinya kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan 

dalam rumah tangga, maka untuk yang selanjutnya boleh membeli 

kebutuhan yang lainnya yang mungkin menyimpang apabila dianggap 

perlu.
45

 

c. Macam-Macam Nafkah 

1) Nafkah Materil : nafkah materiil ini meliputi nafkah yang berbentuk 

kebendaan seperti sandang, pangan, papan, pengobatan yang sesuai 

lingkungan, waktu dan keadaannya, serta bentuk pembiayaan 

pendidikan anak.
46

. 
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2) Nafkah Non Materil : nafkah non materil yakni bukan merupakan 

kebendaan seperti perilaku baik suami kepada istri, seperti 

memberikan pendidikan dan membimbing agama secara penuh, 

memberikan perhatian, menjaga kesucian sang istri dan menerima 

segala kekurangan istri, agar menciptakan kedamaian dalam keadaan 

rumah tangganya.
47
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam menulis karya ilmiah ini dibutuhkan adanya metode penelitian yang 

berguna agar menciptakan hasil yang sempurna dengan menjelaskan apa jenis 

penelitian yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan untuk menyelidiki 

topic permasalahan yang ingin diteliti.
 48

 Metode penelitian ini dipakai untuk 

mengerjakan karya ilmiah yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah 

(Analisis Putusan Pa Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/Pa.Lmj). 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu melakukan penelitian di 

perpustakaan dengan cara membaca berbagai sumber dan menelaah dari buku, 

undang-undang dan rujukan lain sesuai dengan judul skripsi ini. Membaca 

dengan cara meneliti sumber-sumber yang berkaitan dengan judul yang dibuat 

untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan tujuan dan masalah yang 

tengah diteliti.
 49

 Setelah terkumpulnya sumber hukum yang diperlukan maka 

selanjutnya membaca dan memahami agar memperoleh data atau kesimpulan 

untuk mempermudah mengerjaannya. 

Pendekatan penelitian yang dipakai yakni pendekatan kasus (case 

approach) dengan ratio decidendi yakni mengenai pertimbangan hukum 

Pengadilan untuk sampai kepada tahap akhir yakni putusan. ratio decidendi 

                                                             
48

 Sukmawati, “Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Islam” 

(Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember,2023).54. 
49

 Masyuri dkk, Metodologi Penelitian, (Bandung: Rafika Aditama, 2008),50. 



 

 

 
 

40 

merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.
 

50
 Dengan cara menjelaskan bagaimana hukum mengatur isu-isu terkait dan 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
 51

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni tentunya mengumpulkan data melalui bahan hukum. Pada penelitian 

ini ada 3 bahan hukum yang menjadi metode pengumpulan datanya yakni 

sebagai berikut : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum utama yang sangat berperan penting digunakan dalam 

penelitian ini. Bahan hukum primer dapat dikategorikan seperti undang-

undang, atau catatan resmi, serta putusan hakim. Karena penelitian ini 

menganalisis dan fokus pada satu bahan hukum yakni bekas putusan  maka 

yang menjadi bahan primer yang bersifat autoratif adalah putusan PA 

Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA Lumajang dan Undang-undang.   

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang kedua ini disebut sekunder dimana bahan hukum 

ini bukan merupakan dokumen yang resmi. Bahan hukum bisa dikatakan 

sebagai dokumen tentang hukum seperti buku-buku yang berisi tentang 

hukum, kamus hukum, serta jurnal-jurnal yang membahas mengenai hukum 

atas putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : , Amir Syarifuddin : Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: 
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Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, tahun penerbitan 

2006. H. Sulaiman Rasjid : Fiqh Islam Lengkap tahun penerbitannya 2016.  

3. Bahan Non Hukum 

Bahan non hukum pada penelitian ini menyajikan mengenai 

informasi mengenai penunjang atau dapat dikatakan sebagai pelengkap 

bahan hukum sebelumnya, seperti ensiklopedia yang merupakan pencarian 

data bahan yang non hukum yang menjadi pendukung dan melengkapi 

kedua bahan hukum sebelumnya (primer dan sekunder).  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi 

atau kepustakaan. Studi dokumentasi ini ialah mencari dan mempelajari data-

data seperti buku, dan jurnal serta sebagainya yang ada kaitannya dengan 

berkas Perkara pada putusan nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj
52

. 

D. Teknik Analisis Data 

Deskriptif analisis adalah teknik yang dipilih untuk menganalisis data 

dalam penlitian ini. Dimana pengertian deskriptif analisis ini yaitu suatu 

method untuk menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan yang terjadi 

pada masa sekarang ini berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengarkan 

dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini gambaran yang dilihat yakni data, 

buku yang berkaitan dengan topiik pembahasan yang diteliti.
 53

 Mencerna dan 

menganalisis data-data dari buku yang ada di perpustakaan atau jurnal hukum 
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yang berfungsi agar terselesaikannya penelitian ini.
 54

 Penulis menggambarkan 

putusan atau penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 

2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj tentang Perkara Cerai Gugat, setelah itu penulis 

menjabarkan dari penetapan tersebut yang dikaitkan dengan Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9/1975 jo dan Pasal 116 pada ketentuan Kompilasi Hukum 

Islam. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA 

Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj 

Nama identitas kedua pihak pada perkara cerai gugat yakni :  

1. Penggugat, umur 36 Tahun, bergama Islam, pendidikan tamatan SD, dan 

berkediaman di Kabupaten Lumajang 

2. Tergugat, umur 35 Tahun, bergama Islam, pendidikan tamatan SD, dan 

berkediaman di Kota Anyar Kabupaten Probolinggo 

Lembar putusan Pengadilan Agama Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj 

bahwa alasan penyebab terjadinya Perceraian yang diajukan oleh istri pada 

tanggal 16 September 2021 kepada pengadilan Agama Lumajang dikarenakan 

adanya kelalaian suami dalam memberi nafkah kepada sang istri semenjak 

terjalinnya ikatan pernikahan. Penggugat menjelaskan bahwa setelah 

pernikahannya pada 30 Januari 2017 mereka hidup rukun dan tentram. Namun 

terhitung sejak kurang lebih pada bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga 

mereka mulai goyah, dengan awal permasalahan yakni Tergugat dengan tiba-

tiba pergi meninggalkan kediamannya dan pulang kerumah asalnya (rumah 

orang tua) tanpa pamit serta tidak beralasan dengan jelas, dan Tergugat enggan 

memberikan nafkah terhadap istrinya. Hasil kerja Tergugat di pegang untuk 

kebutuhannya sendiri. Selain keterangan Penggugat tersebut, hal itu diperkuat 

oleh keterangan saksi yang juga menjelaskan bahwa setelah puncak 
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pertengkaran tersebut, saksi melihat Tergugat pulang kerumah orang tuanya 

tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas.  

Para saksi melihat kejadian demi kejadian yang menimpa rumah tangga 

Tergugat dan Penggugat, hingga Penggugat tidak tahan dengan sikap suami 

yang tidak pernah merasa dirinya bersalah atas sikap perilakunya terhadap sang 

istri yang tidak pernah memberikan penghasilan hasil kerja kerasnya kepada 

istrinya, suami memakai penghasilannya dengan dipakai sendiri untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan istri dan keluarganya.  

Tibanya hari dan tanggal persidangan sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pihak yang mengurusi di Pengadilan Agama, Penggugat 

dengan sendirinya menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah 

menghadiri panggilannya. Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk 

hadir menjadi kuasanya di muka Pengadilan. Meskipun menurut surat 

panggilan (relaas) tanggal 21 September 2021 Nomor 

2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan,  pihak tergugat telah 

dipanggil dengan secara resmi dan patut oleh jurusita pihak pengadilan namun 

tetap tidak pernah memenuhi panggilannya dan ketidakhadirannya tidak 

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka kemudian pemeriksaan 

perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Penggugat. 

Pihak penegak hukum yakni majelis hakim, tentunya telah memberikan 

nasehat kepada Penggugat agar memikirkan kembali untuk mengurungkan 

niatnya tidak bercerai dengan Tergugat, menasehati agar menyelesaikan 

permasalahan rumah tangga dengan bermusyawarah mufakat secara 
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kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk 

bercerai dengan Tergugat.
55

 

Lembar putusan tercatat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena 

Tergugat tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilannya walaupun telah 

dipanggil secara layak sebagaimana mestinya dan telah sesuai aturan 

pemanggilan para pihak, selanjutnya hakim memutuskan untuk tetap memulai 

pemeriksaan dengan membaca surat gugatan dari Penggugat yang dimaksud 

dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. 

Pihak penggugat tetap kokoh pada niatnya untuk tetap bercerai dengan 

Tergugat, niatnya sudah tidak dapat diubah lagi dan tetap kepada 

keputusannya. 

Isi dalil gugatan putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj bahwa dari 

keterangan yang tertulis Penggugat dan para saksi bahwa faktanya memang 

benar adanya pertengkaran antara Penguggat dan Tergugat serta tidak adanya 

keharmonisan lagi karena selalu bertengkar dan berselisih yang terjadi secara 

terus menerus disebabkan oleh Tergugat tiba-tiba pulang kerumah orangtuanya 

dan diajak pulang kerumah orangtuanya tidak mau tanpa alasan, selain itu 

nafkah kurang tercukupi karena hasil kerja di pegang sendiri dan sejak 1 tahun 

5 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan 

kembali.  

Kelalaian kewajiban suami atas istrinya seperti tidak memberikan 

nafkah menjadi salah satu pemicu permasalahan dalam rumah tangga yang 
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mengakibatkan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya keharmonisan 

yang terjalin dalam hubungan suami maupun istri untuk membangun rumah 

tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang diinginkan para pasangan seperti 

tujuan awal suatu pernikahan. Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya angka perceraian.  

Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah salah satunya 

permasalahan rumah tangga. Permasalahan yang melanda pasangan suami istri 

tentunya sangat lumrah dan pasti setiap rumah tangga telah merasakan ujian 

yang menguji keharmonisan rumah tangga tersebut. Banyak permasalahan 

seperti kekerasan, perilaku tercela suami terhadap istrinya maupun sebaliknya. 

Ada pula yang menjadi permasalahan yakni ketidakfahaman antara pasangan 

suami istri terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan untuk 

membangun rumah tangga yang tentram dan harmonis.  

Alasan seperti ketidakfahaman terhadap hak dan kewajiban tersebut, 

mengakibatkan hal fatal sehingga keduanya lalai dalam menjalani kewajiban 

yang seharusnya mereka penuhi dalam rumah tangga tersebut. Dalam islam, 

banyak hal yang menjelaskan sebagai arahan maupun tata cara yang telah 

tertulis sebagai pedoman yakni dalam kitab Al-Quranulkarim dan perkataan 

nabi Muhammad atau Al - Hadits. 

Pedoman tersebut menjelaskan mengenai seluruh tata cara perilaku 

insan yang benar agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang melanggar agama 

Islam, termasuk didalamnya yakni membahas mengenai melaksanakan hak dan 

kewajiban setiap pasangan dalam membina bahtera rumah tangga. Karena 
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diwajibkan bagi tiap-tiap pasangan untuk menaati hak dan kewajibannya agar 

terwujud ketentraman dan ketenangan hati serta keharmonisan untuk 

menyempurnakan rumah tangga.
56

 

Kewajiban suami dalam memberi nafkah yang bersifat materi dibagi 

menjadi 2 yaitu Mahar dan Nafkah. Keduanya sama-sama hak seorang istri 

yang harus dipenuhi oleh suami. Dan pemberian jumlah besaran keduanya 

harus dilakukan secara adil apabila kemungkinan suami ingin menikahi lebih 

dari seorang istri, seperti ingin menikahi dua, atau bahkan tiga orang 

perempuan jikalau mampu.
 57

 Mahar memiliki arti sebuah bentuk 

penghormatan agama islam terhadap kaum perempaun dengan cara 

memberikan hak (sesuatu) yang memang diharuskan untuk diterima oleh 

perempuan yang akan dinikahi, hal tersebut sebagai upaya untuk mengangkat 

derajat kaum wanita pada umumnya. Semakin besarnya pemberian mahar ini 

diberikan kepada kaum perempuan, maka semakin besarlah cara kaum laki-laki 

(pemberi) dalam menghargai perempuan.  

Sebab pada masa lampau, kaum wanita hampir sama sekali tidak 

memiliki hak yang harus didapatkan hanya yang terlihat kewajibannya saja 

dalam mengurus keluarga. Maka dari itu, tidak sedikit anggapan bahwa kaum 

perempuan ini terlihat sangat rendah dan bahkan seperti tidak berguna. Adanya 

mahar inilah yang menjadikan kaum wanita lebih dianggap dan diangkat 

derajadnya seperti firman Allah SWT : 
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Artinya:  “Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada perempuan (yang  akan 

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh suka kerelaan. 

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 

maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah ( ambillah ) 

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. 

An-Nisa): 4.
58

 

 

Hak istri atas kewajiban suami yang kedua yakni nafkah, nafkah ini 

adalah penyediaan yang diberikan untuk memenuhi keperluan anggota rumah 

seperti contoh kecil, baju, pangan, serta kediaman dan lainnya yang memang 

menjadi kebutuhan istri. Nafkah ini hanya menjadi tanggungjawab dan 

kewajiban suami, karena tuntutan akad nikah dan sebagaimana istri wajib 

mengormati suami dan mengatur rumah tangga, serta menjadi sekolah pertama 

bagi keturunannya. Dan ada beberapa syarat istri agar mendapatkan nafkah 

yakni : 

1. Ijab qobul pernikahan yang terlaksana dianggap telah sah. 

2. Seorang istri telah menyerahkan dirinya kepada suami. 

3. Seorang istri memungkinkan suami untuk menikmati seluruhnya.  

4. Istri yang patuh dan tidak pernah menolak untuk berpindah ke tempat yang 

dikehendaki oleh suami. 

5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. 
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Jika penjelasan dan beberapa syarat diatas tidak terpenuhi oleh istri, 

maka suami tidak diwajibkan memberikan nafkah kepadanya. Karena hal-hal 

mengenai syarat istri agar mendapatkan nafkah dari suaminya telah tertulis 

jelas. 

Saat melakukan salah satu kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang 

menjadi salah satu kewajiban bagi mahasiswa di Pengadilan Agama Lumajang, 

para hakim dan panitera menjelaskan bahwa meningkatnya kasus Perceraian 

diduga mengenai permasalahan rumah tangga dimana terlalu banyak suami 

menyepelekan dan lalai terhadap kewajibannya sehingga memberi dampak 

negative terhadap keharmonisan dalam rumah tangganya, seperti lalai dalam 

memberi nafkah. Beliau mengatakan “ Kebanyakan suami yang tidak pernah 

memberikan hasil kerjanya atau nafkah kepada istrinya, dan di pegang sendiri, 

karena dianggap istrinya bisa untuk mencari uang sendiri tanpa memikirkan 

dan ketidakfahaman bahwa nafkah adalah kewajiban suami atas istri “.
59

 

Perjalanan perkara seperti yang telah dijabarkan di atas, mengenai 

faktor penyebab dan alasan-alasan mengapa Penggugat menuntut cerai dari 

sang suami, sebabnya yakni dikarenakan sang suami telah lalai dari 

kewajibannya selaku suami yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah. 

Karena hal tersebut tidak dipenuhi oleh sang suami, maka terjadilah 

percekcokan dan tidak diperdulikan oleh sang suami. Apabila isi dalil gugatan 

mengenai alasan-alasan memang benar dan terbukti, maka  bukti untuk 

menjadi alasan tuntutan perceraian ini tercukupi, sebab dengan hal tersebut 
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muncul dikarenakan lalainya suami dalam pemberian nafkah ini, ternyata isi 

gugatan perceraiannya juga tertera karena kurangnya tanggungjawab dari 

suami terhadap keluarganya tersebut mengakibatkan seringnya terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terutama masalah kebutuhan ekonomi. Sehingga 

pada puncak permasalahan, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke 

rumah orang tua Tergugat, tanpa izin dan alasan yang jelas. 

Berdasarkan hal tersebut, sudah cukup jelas tentang penyebab 

ketidakharmonisan dalam keadaan rumah diantara keduanya. Majelis Hakim 

telah berusaha memberikan nasehat kepada para pihak, namun tidak berhasil. 

Keadaan rumah tangganya sudah tidak sejalan lagi dan tidak ada rasa saling 

mencintai diantara keduanya, terlalu susah untuk membina rumah tangga yang 

kekal. 

Rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tentunya harus melewati 

banyak rintangan dan permasalahan yang dihadapi. Ketika benteng rumah 

tangga sangat kokoh dan kuat dalam menghadapi setiap permasalahan rumah 

tangga. Maka sebenarnya itulah nilai terpenting dalam rumah tangga. Namun 

apabila benteng rumah tangga kita runtuh karena permasalahan dan tidak dapat 

diselesaikan diantara keduanya sehingga jalan keluar perceraianlah yang 

dipandang menjadi keputusan terbaik untuk dilakukan demi menghindari 

kemudharatan yang lebih besar lagi.  

  



 

 

 
 

51 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Putusan 

Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj 

Hasil analisis yang kemudian untuk lebih menjawab pada fokus 

masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, serta mendeskripsikannya untuk 

menguraikan secara rinci mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara perceraian akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj). 

Dimana perkara tersebut dijelaskan pada lembar putusannya bahwa sang suami 

lalai dalam kewajibannya yakni memberi nafkah kepada istri, tidak 

bertanggungjawab atas keluarganya terutama kebutuhan ekonomi. Gaji atau 

penghasilan yang dimiliki oleh sang suami dipegang sendiri. Lantas 

menyebabkan terjadinya perselisihan yang terus-menerus hingga sang suami 

pergi meninggalkan rumah. Dapat kita lihat isi Putusan Pengadilan Agama 

Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj sebagai berikut : 

Isi permohonan dan tujuan Penggugat yakni memohon agar majelis 

hakim Pengadilan Agama Lumajang, Primair; yakni berisi agar mengabulkan 

seluruh  gugatan yang diajukan Penggugat; Menjatuhkan talak satu ba’in 

sughro Tergugat terhadap Penggugat; Mentapkan seluruh biaya dalam 

rangkaian perkara dari awal hingga akhir sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Pada ketentuan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh 

Pengadilan Agama, Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan lawannya 

yakni Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai 
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kuasa hukumnya dalam persidangan, meskipun menurut surat panggilan 

(relaas) tertulis pada tanggal 21 September 2021 Nomor 

2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan 

ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. 

Sebagai penegak keadilan, majelis hakim diharapkan memberi nasehat 

serta memberikan wejangan kepada Penggugat untuk memikirkan kembali dan 

mengingat hal-hal baik selama pernikahan agar tidak lagi meneruskan niatnya 

bercerai dengan Tergugat. Namun hal tersebut tidak mengubah apapun, majelis 

hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya dan tetap pada dalil gugatannya. 

Ketidakhadiran Tergugat walau telah dipanggil sesuai dengan ketentuan 

pemanggilan para pihak secara resmi dan patut dalam persidangan 

mengakibatkan perkara ini tidak dapat dimediasi. Maka majelis hakim 

membuat keputusan untuk tetap memulai pemeriksaan dengan membacakan 

gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat. 

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil di muka persidangan Penggugat 

mengajukan bukti-bukti berupa; 

1. Bukti tertulis  

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508.1641.0285.0007. tanggal 15 

Mei 2018 atas nama (K) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup, dan telah 

sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1) 
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b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/69/1/2017 tanggal 30 Januari 

2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kedungjajang Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup, dan telah sesuai 

dengan aslinya. (Bukti P.2).
60

 

2. Saksi-saksi 

a. Saksi I, berumur 57 tahun, beragama islam, tamat pendidikan SD, 

bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG; 

b. Saksi II, berumur 39 tahun, beragama islam, tamat pendidikan SD, 

bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG.
61

 

Saksi yang telah hadir ialah sebagai saudara sepupu Penggugat, 

keduanya sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali damai dan hidup 

rukun dengan Tergugat namun usahanya tersebut tidak berhasil Penggugat 

tidak berpendapat sesuatu serta tidak menyampaikan sesuatu apapun, 

Penggugat hanya ingin segera dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim. 

Mengenai kelengkapan uraian putusan yang lebih lengkap, maka dapat 

ditunjuk dalam berita siding yang merupakan potongan lembaran yang tak 

terpisahkan dari putusan ini. 

Berdasarkan rangkaian persidangan yang telah berjalan, dari sejak awal 

pembacaan dalil gugatan hingga proses akhir, maka tiba saatnya hakim akan 

menjatuhkan putusan pada perkara dalam nomor putusan ini dengan 

pertimbangan hukum sebagai berikut : 
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Demi terpenuhinya maksud pada pasal 130 HIR Majelis Hakim telah 

mengupayakan melakukan perdamaian serta memberi wejangan  dengan cara 

memberi arahan baik diharapkan untuk membatalkan niatnya bercerai dan 

kembali membina rumah tangga yang rukun sebagai suami istri, tetapi sama 

sekali tidak berhasil, dan Penggugat tetap kekeh pada niatnya untuk bercerai. 

Hakim menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang 

pokok, gugatan, dan seluruh proses rangkaian persidangan maka terlebih 

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan 

Tergugat benar-benar terkait dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai 

kedudukan dalam hukum (legal standing) untuk menjadi pihak dalam perkara a 

quo. Hakim memastikan terlebih dahulu dengan melihat bukti-bukti tertulis 

mengenai ikatan pernikahan keduanya memang benar adanya atau tidak. 

Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah mengajukan 

beberapa bukti yang memperkuat seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk dan 

Kutipan Akta Nikah yang memang sama dengan aslinya, maka telah sesuai 

dengan ketentuan formiil dan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa keduanya 

terkait dalam pernikahan sebagai suami dan istri yang sah. Dengan hal tersebut 

keduanya tekah memiliki kedudukan di mata hukum (legal standing) sebagai 

pihak berperkara sebagaimana ketentuan dalam a quo sebagaimana dimaksud 

oleh ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 
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Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat selama proses 

persidangan berlangsung walaupun telah dipanggil secara resmi. Dan Tergugat 

tidak memberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut. Namun hal 

tersebut tidak mengubah apapun, majelis hakim tetap menjatuhkan putusan 

dalam perkara dengan (verstek) karena ketidakhadiran Tergugat. Hal ini telah 

sesuai dengan qaidah Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Al Anwar Juz II 

pada halaman 149. 
62

 

ي ِّنَةُ وَالحُكْمُ عَلَيْوِ   وَاِنْ تَ عَذَرَ اِحْضَارُ لِت َوَاريِوِْ وَتَ عَزُّزهِِ جَازَ سَمَاعُ الدَعْوَى وَالْب َ

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau 

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-

bukti, serta memutus gugatan tersebut “. 

 

Hakim mempertimbangkan bahwa inti yang menjadi dalil Penggugat 

mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah keadaan keluarganya yang 

memang sudah tidak ada keharmonisan dan kedamaian lagi karena keributan 

yang terus menerus terjadi disebab karena Tergugat tiba-tiba pulang kerumah 

orangtuanya dan diajak pulang kerumah orangtuanya tidak mau tanpa alasan, 

selain itu nafkah kurang tercukupi karena hasil kerja di pegang sendiri dan 

sejak 1 tahun 5 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak 

dapat dirukunkan lagi.  

Hakim mempertimbangkan kehadiran para saksi yang diajukan oleh 

Penguggat dan telah memenuhi segala syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR bolehnya menjadi saksi yakni mencukupi 

umur dan sudah bersedia untuk disumpah. Mendengarkan penjelasan dan 
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kesaksian dua orang saksi atas isi pada lembar gugatan oleh Penggugat adalah 

fakta dan benar adanya, kedua orang saksi tersebut melihat sendiri kejadian 

peristiwa demi peristiwa yang menimpa rumah tangga Penggugat. Untuk itu 

kedua orang saksi tersebut telah terpenuhinya syarat materiil sesuai yang 

tercantum pada Pasal 171 HIR, maka kesaksian terbilang memiliki kekuatan 

hukum yang diterima sebagai alat bukti. 

Hakim mempertimbangkan melihat adanya kecocokan diantara 

peristiwa yang diterangkan oleh saksi pertama dan kedua yang diajukan 

Penggugat dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka keterangan 

saksi tersebut telah memenuhi pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Sesuai dengam 

ketentuan yang telah ada. 

Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bolehnya diajukan perceraian harus 

memenuhi cukup alasan, dimana salah satunya seperti di dalam bahtera 

keluarga yang tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan 

harmonis dan rukun sebagai layaknya pasangan suami istri. Dan aparat 

penegak hukum yakni majelis hakim di Pengadilan telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk menasehati keduanya agar tidak bercerai namun usahanya tidak 

berhasil merukunkan keduanya.  

Selanjutnya, dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian seperti yang telah dijelaskan 

pada awal pembahasan yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus 
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menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. 

Tidak ada lagi keharmonisan yang terjalin diantara keduanya, tidak ada rasa 

kasih sayang lagi diantara keduanya untuk membina keluarga yang bahagia. 

Hakim mempertimbangkan bahwa dari seluruh ketentuan pasal dari 

awal hingga akhir terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar terjadinya 

perceraian, baik menceraikan secara (Talak) maupun secara (Gugat) yakni 

yang pertama adanya alasan permasalahan rumah tangga berupa kelalaian 

suami dalam memberi nafkah, yang kedua hal tersebut mengakibatkan 

pertengkaran yang terus terjadi itu hingga mengakibatkan keduanya tidak ada 

harapan untuk kembali rukun, yang ketiga Muka Pengadilan tidak dapat 

mendamaikan keduanya, nasehat yang diberikan oleh Hakim tidak berhasil. 

Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada dalam proses 

persidangan yang ada dihubungan dengan unsur–unsur yang harus benar-benar 

terpenuhi untuk bolehnya terjadi sebuah perceraian, maka majelis hakim 

mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapapun (pihak istri maupun 

suami) yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, 

menyebabkan keadaan rumahnya hancur dengan pertengkaran dan perselisihan 

yang selalu terjadi, maka dapat dilihat dan terbukti rumah tangga keduanya 

memang sulit untuk dirukunkun lagi.  

Hakim mempertimbangkan terhadap perkara ini dapat diterapkan pula 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 pada tangal 26 

Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ apabila ditemukan adanya 

pertengkaran rumah tangga dan keduanya berpisah kediamannya, maka 
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keadaan rumah tangganya telah terbilang pecah” dan telah memenuhi  telah 

memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) untuk itu kemudian 

diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian. 

Hakim mempertimbangkan melihat dari awal proses persidangan 

bahwa rumah tangga yang dijalani keduanya sudah tidak sejalan dengan tujuan 

akad ijab qobul pernikahan untuk membina rumah tangga yang harmonis, 

sebagaimana yang ada dalam pasal 3 KHI di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi dapat terwujud kembali. 

Keadaan rumah tangga yang memang sudah tidak ada ketentraman, oleh 

karena itu demi menghindari madlarat yang lebih besar dalam keadaan rumah 

tangganya, maka pilihan yang dianggap lebih kecil mudlaratnya yakni 

perceraian yang telah sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu : 

 اِذَا تَ عَارَضَ ضَرَراَنِ فُضِّلَ اَخُفُهُمَا
Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlorot, maka 

harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudhorotnya.”
63

 

 

Melihat dalam isi putusan yakni majelis hakim menimbang bahwa 

dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh 

syekh Al-Majdi yang tertulis dalam Putusan yang berbunyi: 

 اِذَا اَشْتَدَّ عَدَمُ رَغَبَةِ الزَّوجَةِ لِزَوْجُهَا طَلَّقَ عَلَيْوِ الْقَاضِي طَلَقَة  
Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka 

hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”
64
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Hakim mempertimbangan dari segala pertimbangan, melihat segala 

bukti, melihat segala keterangan yang ada selama persidangan. Tentunya 

hakim telah mempertimbangkan putusan tersebut dari beberapa aspek dan 

memutuskan perkara secara adil. Maka majelis hakim mengabulkan gugatan 

Penggugat dan memang patut dikallbulkan dengan menjatuhkan Talak satu 

ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat.  

Hakim mempertimbangkan membebankan kepada Penggugat seluruh 

biaya yang timbul selama proses berlangsungnya perkara ini, dimana jumlah 

yang harus dibayarkan telah sesuai dan tercantum dalam isi dictum amar 

putusan ini sesuai  Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 karena perkara a quo dalam bidang perkawinan. 

Dari paparan di atas, berdasarkan putusan Nomor 

2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Dasar hukum dalam memutus perkara perceraian 

akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah dengan putusan Pasal 19 huruf ( 

f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu 

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri 

dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Karena tidak dijelaskan dalam 

Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam mengenai 

sebab bolehnya mengajukan gugatan Perceraian yakni karena kelalaian dalam 

memberi nafkah. Oleh sebab itu, dasar pertimbangan Hakim dalam memutus 
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perkara ini yakni dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang 

secara terus menerus antara suami istri karena kelalaian nafkah yang tidak 

pernah diberikan kepada sang istri, serta tidak ada harapan lagi untuk kembali 

rukun. Karena dengan adanya permasalahan rumah tangga mengenai kelalaian 

suami dalam memberi nafkah mengakibatkan keadaan rumah tangganya tidak 

harmonis dan selalu ada perselisihan diantara keduanya.  

Majelis hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan antara 

keduanya untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya akan 

berakibat buruk dan sedikit kemungkinan kebaikannya, karena melihat keadaan 

rumah tangga keduanya sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada rasa 

saling cinta dan menyayangi satu sama lain yang diakibatkan oleh 

permasalahan rumah tangganya, maka sangat sulit untuk keduanya didamaikan 

kembali. 

Setelah penjelasan dan keterangan dalam uraian panjang diatas, maka 

dalam isi lembar putusan yang dikeluarkan oleh hakim tercantum beberapa 

putusan yakni 1). Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan 

resmi dan patut, untuk menghadap persidangan tidak hadir; 2). Mengabulkan 

gugatan Penggugat dengan verstek 3). Menjatuhkan talak satu ba’in sughro 

Tergugat terhadap Penggugat.
65

 

Dasar hukum dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 

2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj yakni mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 

1974 Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf 

(f). Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Pertimbangan hakim dalam memutus 
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perkara Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj hakim menekankan penerapan 

konsep mafsadah yang bertentangan dan memperhatikan mana yang lebih 

besar mudharatnya yang akan timbul baik untuk Penggugat dan Tergugat. 

Maka dari itu, hal tersebut menjadi sebuah kepastian hukum dan juga keadilan 

hakim yang harus mengadili suatu perkara menurut hukum, serta melahirkan 

putusan yang mengandung kepastian hukum. 

Ditinjau dari dua sisi yakni segi hukum islam dan hukum positif 

mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama 

Lumajang dalam analisis salah satu putusannya yang menangani kasus perkara 

Perceraian Putusan Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj telah sesuai dan tepat. 

Hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah memberikan kepastian hukum 

dan menghilangkan kemudhorotan bagi kedua belah pihak. Sebelum 

menjatuhkan putusannya, majelis hakim melihat bukti-bukti selama 

persidangan berlangsung, seperti mendengarkan keterangan saksi dan 

didasarkan pada pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No 1/1974 Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Di dalam kitab milik Imam syafi’I yakni Al-Umm telah menyimpulkan 

yakni fiqur’anilkarim telah tertulis dan menyatakan adanya tanggungjawab 

suami kepada istri adalah mencukupi kebutuhannya, termasuk salah satunya 

yakni nafkah. Apabila suami melalaikan apa yang menjadi hak seorang 
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istrinya, maka sang istri boleh memilih diantara dua pilihan, yakni tetap 

melanjutkan rumah tangganya, atau memilih berpisah dengan suaminya.
66

 

Dengan penjelasan di atas pula, dalam hukum Islam maka dapat 

menjawab jika sang istri memang diperbolehkan untuk menggugat cerai 

suaminya dengan alasan suami lalai dalam memberi nafkah. Dalam persoalan 

gugatan perceraian, akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah dapat 

didukung pula yakni pada kalimat firman Allah surah An - nisa’ ayat (34):  

                      

                        

                     

                         

 

Artinya : “Laki-laki adalah pelindung kaum perempuan, oleh karena itu Allah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dengan sebagian lainnya 

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian 

harta mereka..” (Qs.An Nisa’) 34.
67

 

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa seorang suami merupakan seseorang 

yang menjadi pelindung bagi kaum perempuan karena salah satu sebabnya 

yakni laki-laki mempunyai tanggungjawab atas perempuan jika sudah menjadi 

pasangan suami istri, seperti memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhannya. 

Dalam kondisi suatu hubungan pasangan suami istri, ayat diatas bisa diartikan 

bahwa suami merupakan insan yang menjadi pelindung bagi istrinya sebab 

beliaulah yang memenuhi nafkahnya. 
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Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka dapat 

dikatakan bahwa istrinya tidak memiliki seseorang yang melindunginya. Jadi 

apabila sang istri sudah tidak mempunyai pelindung, sangat diperbolehkan 

kepada istrinya untuk memilih antara tetap bersamanya dengan bersabar atas 

apa yang dia hadapi atau memilih untuk berpisah dan meninggalkannya.  

Jadi seorang laki-laki diibaratkan seperti tembok yang kuat sebagai 

pelindung istrinya dalam segala hal, dalam konteks apapun atas hubungan 

rumah tangganya. Menjadi pemimpin yang melindungi istrinya, sebab seluruh 

hal yang terjadi dalam keadaan rumah tangganya tergantung bagaimana sikap 

dan perilaku sang suami sebagai pelindung dan seorang pemimpin. 

Dalam Hukum Islam, apabila ada suami yang melalaikan 

tanggungjawabnya atas istri dan keluarganya, dan suami juga tidak ada 

perubahan kedepannya bahkan sampai tidak menjadi kepribadian yang lebih 

baik lagi. Maka dalam hal ini sang istri diperbolehkan mengajukan perceraian, 

dan jika sang suami menahan istrinya untuk tidak bercerai, sang suami harus 

dan wajib untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, karena itulah 

tanggungjawab suami sebagai kepala rumah tangga. Imam Syafi’i pula 

menjelaskan mengenai kadar nafkah yang berhak diberikan kepada sang istri, 

untuk menghindari adanya kelalain suami dalam kewajibannya, dan agar tidak 

semena-mena terhadap istrinya, dan apabila suami melalaikan nafkah tersebut 

jelas berdosa dan sang istri berhak menuntutnya.  

Diperkuat oleh butir Al-qur’an yang telah menjelaskan mengenai 

perihal itu, pada Qs. Al-Baqarah:229 yang berarti : “Suami diperbolehkan 
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untuk mempertahankan rumah tangganya dengan menahan atau rujuk dengan 

cara yang ma’ruf atau menceraikan istrinya namun harus dengan cara yang 

baik”
 68

. Sebab dalam agama islam, melalaikan pemberian nafkah termasuk 

golongan perbuatan tercela dan sangat diharamkan. Maka dengan penjelasan 

tersebut, sebagai istri berhak memberikan dorongan seperti sebuah dukungan 

bagi sang suami untuk dapat menjalankan tanggungjawabnya tersebut sebagai 

Kepala rumah tangga. Diharapkan untuk selalu bermusyawarah untuk 

menyelesaikan masalah terkait menafkahi, karena sangat dianjurkan kepada 

setiap pasangan suami istri, agar menemukan titik terang dari permasalahan 

yang terjadi. Namun apabila sang suami tetap tidak berubah dan tetap tidak 

bertanggungjawab atas hal itu, sang istri juga berhak untuk mengajukan 

gugatan cerai. 

Saat fikiran dan niat untuk menggugat cerai tersebut muncul hal itu 

merupakan keputusan akhir saat memang benar-benar sudah tidak mampu 

berdamai dan sudah tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik untuk masa 

depan keluarganya, begitulah penjelasan menurut hukum islam. 

Sedangkan berbeda jika dilihat dari sisi hukum positif yang tidak begitu 

dijelaskan secara rinci seperti dalam hukum Islam, hanya saja di dalam hukum 

positif disebutkan Undang-undang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (1) mengenai kewajiban suami untuk 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu seperti keperluan hidup 

dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 69
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Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan bahwa adanya alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian adalah 

seperti, yang pertama adanya salah satu pihak (suami maupun istri) yang 

berbuat zina atau menjadi seorang pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya. Kedua salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain kurang lebih 

dalam kurun waktu 2 tahun secara berturut-turut tanpa memberikan alasan 

yang mengesahkan kepergiannya karena ada hal yang lain di luar kemampuan. 

Yang ketiga yakni setelah berlangsungnya pernikahan antara suami maupun 

istri ada yang mendapatkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 

atau mungkin lebih berat. Yang keempat adanya tindak kekerasan, kekejaman 

atau penyalahgunaan berat antara suami maupun istri yang membahayakan. 

Selanjutnya, ditemukan adanya cacat badan atau sebuah penyakit kepada salah 

satunya yang mempunyai akibat fatal seperti tidak dapat lagi menjalankan 

kewajiban sebagai suami dan istri. Yang kelima yakni terjadinya perselisihan 

dan pertengkaran yang sangat hebat secara terus-menerus dan merampas 

keharmonisan rumah tangga mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk 

menjalin rumah tangga yang rukun.  

Itulah beberapa alasan-alasan yang dapat diajukan oleh pasangan suami 

istri sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun seiring berjalannya 

waktu, ada pembaharuan pada pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
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1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
70

(selanjutnya disebut Inpres No. 

1/1991), menambahkan dua alasan lagi yaitu sebagai berikut : 

1. Dari pihak laki-laki (suami) melanggar taklik talaknya; 

2. Antara keduanya pada saat perkawinan melakukan peralihan dengan cara 

pindah keyakinan/agama disebut murtad yang menyebabkan 

ketidakharmonisan di dalam berumah tangga.
71

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam memang belum diatur mengenai sebab 

diperbolehkan mengajukan perceraian dengan alasan kelalaian nafkah dan 

tidak dijelaskan pula cara penyelesaian atau jalur alternatif yang dapat 

dilakukan selain mengajukan gugatan perceraian sebab hal tersebut. Apabila 

ditinjau dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, 

permasalahan kelalaian nafkah ini, pihak sang istri  hanya dapat mengajukan 

gugatan perceraian saja di muka Pengadilan, tanpa adanya ha-hal lainnya, 

seperti pihak istri mendapatkan harta suami dan lainnya.
72

  

Pada zaman Baginda Nabi Muhammad SAW dan para khalifah sahabat 

beliau dahulunya melaksanakan Peradilan dengan secara terbuka yang 

dilaksanakan di tempat ibadah seperti masjid atau tempat yang diperbolehkan 

bagi siapapun untuk memasukinya. Sebab dalam agama islam, Peradilan yang 
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dilaksanakan dalam islam harus dilaksanakan secara terbuka untuk khalayak 

umum, sehingga perkaranya bisa dilihat dan diketahui oleh halayak umum.
73

 

Namun sebelum memilih jalan untuk bercerai, hendaknya melakukan 

mediasi diantara keduanya, agar memiliki keputusan yang tidak merugikan 

diantara keduanya. Apabila sudah tidak memungkinkan untuk berdamai, maka 

keduanya boleh memilih untuk menyelesaikan dalam acara peradilan.  

Pengadilan Agama yang sehari-harinya memiliki wewenang untuk 

menerima masuknya gugatan, memeriksa gugatan tersebut dengan teliti, dan 

selanjutnya mengadili perkara tersebut serta menyelesaikan perkara dari 

berbagai kasus telah diajukan secara adil, tentunya hakim sangat tidak 

diperbolehkan untuk enggan bahkan menolak untuk mengadili kasus yang telah 

diajukan.
74

 Karena itulah bentuk tugas Pengadilan Agama sebagai penegak 

hukum dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. 

Sebelum kewenangan Peradilan Agama diperluas, Peradilan Agama 

memiliki beberapa tugas yakni memeriksa, mengadili, memutuskannya, serta 

wajib menyelesaikan suatu perkara awal pada tingkat pertama, dalam lingkup 

masyarakat agama islam, yakni seperti : masalah perkawinan, waris, lalu 

mengenai wasiat, hibah, waqaf, dan yang terakhir yakni shodaqqoh. 

Adapun setelah diperluasnya tugas dan wewenang Peradilan Agama 

berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 
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7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
75

. Kewenangannya menjadi 9 perkara 

yakni dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shodaqoh dan ekonomi syariah. 

Dalam bidang ekonomi syariah ini memiliki arti segala sesuatu/kegiatan 

usaha yang dilakukan sesuai syari’ah. Seperti contoh Bank Syariah, Reasuransi 

Syariah, dan surat Berharga dalam jangka menengah syari’ah dan lain 

sebagainya.
76

 

Putusan akhir seorang Majelis Hakim merupakan sebuah puncak dari 

jalannya persidangan dalam berbagai kasus yang sedang diadili. Tentunya, 

Hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan segala alasan dan 

aspek di dalamnya, dan memperhatikannya secara cermat dan teliti. Baik yang 

bersifat formiil maupun materiil.
77

  

1. Hukum formiil : Adanya hukum formiil ini yang menjadi ketentuan 

mengatur segala tata cara untuk mengadili, dan memeriksa perkara. Hakim 

wajib mematuhi segala ketentuan hukum perdata untuk menjalankan 

wewenang dan tugasnya dalam hukum acara. Sehingga dalam praktek akan 

sesuai dengan prosedur teorinya demi mewujudkan  keadilan. Keadilan 

yang dibangun ini dipergunakan demi terjaganya kepastian hukum. Apabila 

kepastian hukum tersebut telah muncul, maka keadilan pasti terjamin. 
78
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2. Hukum materiil : Mengatur segaka dampak hukum dari peristiwa hukum 

baik secara tertulis maupun lisan yang berdasar dari kesadaran hukum. 

Hakim tidak diperbolehkan untuk menyeleweng dari segala ketentuan 

hukum formal yang ada sekalipun dengan alasan demi keadilan, karena 

keadilan itu memiliki sifat nisbi (relative).
79

  

Dalam memutuskan perkaranya, Pertimbangan hakim yang diberikan 

oleh Majelis Hakim pada hakikatnya terdapat di dalamnya hal - hal sebagai 

berikut :  

1. Pokok persoalan dan dalilnya yang tidak dapat disangkal; 

2. Segala fakta yang terbukti saat persidangan dianalisis secara yuridis dari 

segala aspek; 

3. Pertimbangan majelis hakim dengan melihat pada pendapat doktrin, 

berbagai bukti selama persidangan dan yurisprudensi.  Kemudian disusun 

secara sistematis sehingga seluruhnya saling berkaitan dan mengisi satu 

sama lain; 

4. Pada bagian petitum Penggugat yang memang harus dipertimbangkan 

dengan teliti dan matang sehingga dapat menarik kesimpulan atas terbukti 

atau tidaknya dan dapat memutus untuk dikabulkan atau tidak putusan 

tesebut.
 80

 

                                                             
79

 Silmi Ladyaldina Adnani, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara  

Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg),)85. 
80

 Asra Nikmatun, “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak Sebagai 

Dampak Sosial Media di Pengadilan Agama Sangeti”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri  Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi,2020), 46. 



 
 

70 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai uraian yang telah dijelaskan dalam penelitian yang penulis 

lakukan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara perceraian akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah 

yakni menganalisis pada satu nomor putusan 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penyebab terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA 

Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj  

a. Adanya seorang suami yang telah lalai dari kewajibannya sebagai 

Kepala rumah tangga yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah. 

b. Suami tiba-tiba pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang 

tuanya tanpa pamit serta alasan yang jelas. 

c. Hasil Penghasilan sang suami dipegang sendiri. 

2. Dasar Pertimbangan hakim dalam dalam memutus perkara perceraian akibat 

suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan PA 

Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj) telah sesuai dengan qaidah 

fiqhiyah dengan putusan atas dasar hukum pada : 

a. Bersumber dalam Peraturan Pemerintah yakni pasal pasal 19 huruf ( f ) 

Nomor 9 Tahun 1975 jo  

b. Mengacu dalam pasal 116 huruf ( f ) KHI yang menegaskan mengenai 

bolehnya diajukan perceraian yakni adanya perselisihan dan 
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pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga dan berjalan secara terus 

menerus sehingga pasangan suami istri tidak mempunyai harapan untuk 

kembali damai rukun. Di dalam ketentuan undang-undang dan Peraturan 

Pemerintah serta Kompilasi Hukum Islam belum dijelaskan mengenai 

sebab bolehnya mengajukan gugatan mengenai kelalaian nafkah. Maka 

dari itu, majelis hakim mempertimbangkan dan melihat dari sisi keadaan 

rumah tangga yang terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan 

oleh kelalaian nafkah tersebut. Majelis hakim juga mempertimbangkan 

bahwa melihat ketidakharmonisan keduanya, antara Penggugat dan 

Tergugat untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya 

lebih besar keburukannya daripada kebaikannya, diantara keduanya juga 

sudah tidak saling mencintai, karena sudah sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran, yang disebabkan oleh kelalaian suami (Tergugat), 

maka keduanya akan sulit didamaikan kembali. 

B. Saran 

Setelah terselesaikannya penelitian ini maka perkenankanlah penulis 

untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan agar dapat 

dipergunakan dengan baik yakni sebagai berikut: 

1. Pernikahan adalah ikatan yang suci dan sakral untuk setiap umat islam, 

penyempurnaan Ibadah yang dimiliki oleh umat Islam, saling berpasang-

pasangan satu sama lain, antara laki-laki dan perempuan. Terjalinnya suatu 

ikatan pernikahan setelah terucapnya ijab qobul dari pempelai laki-laki 

untuk meminang istrinya, menjadi pendamping dalam rumah tangga. Tidak 

menutup kemungkinan setelah pernikahan itu, akan timbul suatu 
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permasalahan, atau sebuah ujian hidup untuk menjalin suatu pernikahan. 

Hendaknya para pasangan, suami maupun istri selalu melengkapi 

kekurangan serta kelebihan para pasangannya. Melewati dan menjalani 

kehidupan rumah tangga dengan baik, menjalankan kewajiban antara suami 

maupun istri, agar menciptakan suatu keharmonisan dan kebahagiaan 

dalam rumah tangga. 

2. Adapun kewajiban suami yang menjadi kepala rumah tangga, sebagai 

pemimpin yang harus bertanggungjawab atas istri dan anak-anaknya untuk 

mencukupi seluruh kebutuhannya. Hendaknya suami maupun istri saling 

berkontribusi, memberikan semangat untuk membangun keluarga yang 

sehat, dari hal kecil seperti kesadaran untuk memenuhi kewajibannya 

sebagai suami untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan ekonomi 

keluarganya. Membimbing istri dengan baik, menuntun keluarganya 

kepada jalan yang benar. 

3. Permasalahan dalam rumah tangga sangat wajar terjadi, hendaknya untuk 

lebih memilih diselesaikan secara  kekeluargaan. Bermusyawarah bersama 

menyelesaikan keputusan apakah yang terbaik untuk diambil. Memperbaiki 

pribadi satu sama lain, antara suami maupun istri. Saling terbuka dalam hal 

apapun. Menceritakan hal-hal dan saling memberikan nasehat satu sama 

lain. Agar terjauhkan dari perselisihan serta pertengkaran hingga 

mengakibatkan putusnya pernikahan. 
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